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THE IDEA OF RESTORATIVE JUSTICE AS A SETTLEMENT OF CORRUPTION CRIME: 

ANALYTIC STUDY OF THE MAQÂṢID AL-SYARÎAH APPROACH 

 

GAGASAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI: 

STUDI ANALISIS MAQÂṢID AL-SYARÎAH 

 

Fira Mubayyinah 
IAI Al Hikmah Tuban  

E-mail: firamubayyinah@gmail.com 
 
 

Abstract. This research begins with a discourse of thought that is currently being 

debated in the community, which is related to law enforcement in eradicating 

corruption with state financial losses under fifty million rupiah. Some people still 

have the belief that eradicating corruption must be carried out with repressive 

means and the imposition of the maximum amount of punishment. Others are 

concerned that the Restorative Justice approach in eradicating corruption is 

mitigating and not causing a deterrent effect for potential perpetrators. This 

discourse began to be widely discussed after the Attorney General, Burhanudin, 

publicly stated that the steps in law enforcement at the Prosecutor's Office in 

dealing with corruption cases with a state financial loss of less than fifty million 

rupiah should be resolved using a Restorative Justice approach. This research is 

focused on how Restoractive Justice is used as an approach to solving corruption 

cases with state financial losses under fifty million rupiah in the perspective of 

Maqâshid al-syarî'ah. The research method used is juridical-normative, with a 

statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the 

settlement of corruption cases with a Restorative Justice approach is in 

accordance with Maqâshid al-syarî'ah. 

 

Keywords: Restorative Justice, Corruption, Maqâshid al-syarî'ah.  

 

 

Abstrak: Penelitian ini diawali dari diskursus pemikiran yang sedang ramai 

diperdebatakan di masyarakat, yaitu terkait penegakan hukum dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah 

lima puluh juta Rupiah. Sebagian masyarakat masih memiliki keyakinan 

pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara-cara represif dan penjatuhan 
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pidana yang seberat-beratnya. Sebagian lainnya mengkhawatirkan pendekatan 

Restorative Justice dalam pemberantasan tindak pidana korupsi meringankan dan 

tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku potensial. Wacana ini mulai ramai 

diperbincangkan setelah Jaksa Agung Burhanudin, menyampaikan secara terbuka 

atas langkah penegakan hukum di Kejaksaan dalam menangani perkara tindak 

pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara di bawah lima puluh juta 

Rupiah hendaknya diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice. Penelitian 

ini difokuskan pada bagaimana Restoractive Justice dijadikan sebagai pendekatan 

penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di 

bawah lima puluh juta Rupiah dalam perspektif Maqâṣid al-syarî’ah. Adapun 

metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan 

perundangan-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan Restorative 

Justice memiliki kesesuain dengan Maqâṣid al-syarî’ah. 

 

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Korupsi, Maqâṣid al-syarî’ah  

 

PENDAHULUAN 

Ketentuan dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi menggambarkan 

bahwa korupsi adalah kejahatan yang berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional. 

Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai perkara seriousness crime. 1 Oleh karenanya, 

penanganan terhadap tindak pidana korupsi diperlukan langkah-langkah extraordinary crime. 2 

Merujuk ketentuan sebagaimana dalam UU Nomor 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU 

Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ada norma yang 

mengatur perbedaan proses penyelesaian perkaranya yang didasarkan pada jumlah nominal 

uang yang dikorupsi. Dalam Undang-Undang pemberantasan korupsi hanya menyebutkan 

mekanisme penyelesaian dengan pidana penjara, denda dan uang pengganti, begitu juga 

dengan aturan mengenai pidana minimal dan maksimal. 

Jaksa Agung Burhanudin, dalam berbagai forum sering mengatakan untuk tindak pidana 

korupsi dengan nilai yang relatif kecil patut dicermati. Perkara pidana korupsi dengan nilai 

kecil perlu dijadikan bahan diskusi terkait penggunaan mekanisme penjatuhan sanksinya. 

Secara tegas Burhanudin mengatakan, kasus korupsi dengan kerugian kecil patut diselesaikan 

dengan mekanisme pendekatan Restorative Justice. 

Atas hal itu, Jaksa Agung mengelurkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 tahun 

2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan pada keadilan restorative masih 

menimbulkan pro kontra di masyarakat. Kebijakan tersebut dianggap oleh sebagian masyarakat 

(yang kontra) sebagai suatu hal yang bertentangan dengan pasal 4 Undang-undang Tipikor. 

                                                           
1 Hernold Ferry Makawimbang, KerugianKeuangan Negara dalamTindakPIdanaKorupsi, 

SuatuPendekatan Hukum Progresif, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), 1 
2 FiraMubayyinah, Legal Review of Indefinite Revocation of The Political Right to Hold Public Office 

Against Corruption Convict. Prphetic Law Review, Vol 1, Dec, 2019. 99 
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Salah satu pertimbangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dilansir pada laman 

resmi Kejaksaan disampaikan pendekatan Restorative Justice dimaksudkan untuk 

menyelesaikan perkara tindak pidana tanpa ke meja hijau. Secara teknis pelaksanaan para 

pihak yang berperkara dilibatkan secara aktif dalam penyelesaiannya dengan menekankan pada 

terjadinya pemulihan kembali pada keadaan semula bukan didasarkan pada pembalasan. 

Terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan menggunakan 

pendekatan Restorative Justice sebenarnya telah diberlakukan. Hal itu dapat dilihat dari Surat 

Edaran yang ada di beberapa instansi penegak hukum, sekalipun belum diatur melalui 

perundang-undangan. Beberapa ketentuan tersebut diantaranya; 

1. Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute 

Resolution (ADR), pada point kesatu disebutkan untuk pidana dengan kerugian materi 

kecil, hendaknya diselesaikan dengan cara ADR. Secara subtansi penyelesaian ini memiliki 

kesamaan dengan pendekatan Restorative justice, yang lebih menegutamakan penyelesaian 

secara musyawarah dengan para pihak yang terlibat; 

2. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tertanggal 

18 Mei 2010, dalam poinnya menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang 

isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan 

kesadaran telah mengembalikan kerugian negara perlu dipertimbangkan untuk tidak 

dilanjutkan penuntutannya dan penyelesaian menggunakan pendekata Restorative Justice; 

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; 

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; 

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum; 

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam 

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; 

7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan 

Rehabilitasi Sosial; 

8. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung 

Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri 

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indoneia Nomor 

166A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A/JA/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 

2009, 10/RPS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum; 

9. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum 
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dan Hak Asasi Manusia Republi Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-

07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 

Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Peneraan Penyeseuaian Batasan Tindak Pidana 

Ringandan Jumlah Denda, Acara Pemeriksanaan Cepat Serta Penerapan Keadilan 

Restoratif (Restorative Justice); 

10. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kepada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepada Badan Narkotika Nasional Republik 

Indonesia Nomor 03 tahun 2014 Nomr Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, 

Nomor Perber/01/III/2014?BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. 

Tulisan ini mencoba untuk menganalisa restorative justice sebagai pendekatan 

penanganan tindak pidana korupsi, yang ditinjau dalam perspektif maqâshid al-syarî’ah. 

Tulisan disertai pendefinisian tentang restorative justice, tindak pidana korupsi dan maqâshid 

al-syarî’ah. Pendefinian ini dipaparkan untuk lebih memudahkan dalam memahami makna 

istilah-istilah tersebut yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat doktrinal atau normatif, 

karena yang diteliti adalah teori hukum dan aturan hukum pelaksanaan Restorative Justice 

dalam menyelesaikan perkara korupsi dibawah lima puluh juta rupiah. Fokus penelitian adalah 

pada apakah pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara korupsi dibawah lima 

puluh juta rupiah berkesesuain dengan Maqâshid al-syarî’ah. Dalam hukum Islam, Maqâshid 

al-syarî’ah merupakan cita-cita yang hendak dicapai dari keberadaan hukum. Adapun sumber 

hukum primer yang digunakan yaitu UU Tipikor, Surat Edaran Kejaksaan Agung yang 

mengatur pelaksanaan Restorative Justice, Peraturan Mahkamah Agung terkait Restorative 

Justice, jurnal, buku dan penelitian-penelitian terdahulu. Sumber hukum tersebut dianalisis 

secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. 3 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengertian Restorative Justice 

Mengacu pada perkembangan penegakan hukum di dunia, penggunaan pendekatan 

Restorative Justice untuk penanganan perkara telah banyak digunakan. Merujuk pada PBB, 

pengaturan tentang Restorative Justice sudah disinggung. Setidaknya, hal itu dapat dijumpai 

dari definisi yang dikeluarkan oleh kelompok kerja Peradilan Anak Perserikataan Bangsa-

Bangsa (PBB) disebutkan bahwa Restorative Justice adalah proses duduk bersama dalam 

menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan semua pihak untuk memikirkan bagaimana me- 

                                                           
3Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, JurnalAlbhadharah, Vol. 17, No. 33, 2018, 83-84 
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ngembalikan atau mengatasi akibat yang terjadi demi kebaikan di masa yang akan datang. 4 

Restorative Justice sering juga disebut sebagai keadilan restoratif, secara filosofis dimaksudkan 

sebagai metode resolusi dalam menyelesaikan suatu perkara atau konflik yang telah terjadi. 

Penyelesaian itu dilakukan dengan cara memperbaiki dampak atau kerugian yang terjadi akibat 

dari adanya suatu perkara atau konfilik. Dalam hukum pidana di Indonesia, konsepsi tentang 

Restorative Justice sudah dikenal sejak lama, lebih khususnya dalam pranata hukum adat.5 

Gagasan  Restorative Justice  dalam pandangan Kvin I. Minor dan J.T. Morrison 

disebutkan sebagai suatu tanggapan kepada pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk 

memulihkan dampak kerugian serta dimaksudkan agar segera terjadi perdamaian antara para 

pihak.6 Tidak berbeda dengan pendapat tersebut, John Braithwaite mengatakan, Restorative 

Justice wujud dari justice and welfare models atau retribution and rehabilitation.7 Artinya, 

penyelesaian perkara hukum berupaya untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan sekaligus 

mewujudkan kesejahteraan, yang bernuansa pada unsur pidana dan perbaikan. Perwujudan 

kesejahteraan ini tentu sejalan dengan konsep yang ditawarkan oleh Bentham dan juga ajaran 

hukum Islam. 8 

Konsep Restorative Justice sebagaimana dikatakan oleh Marian Leibmann; (1) 

merupakan cara untuk mengutamakan dukungan dan penyembuhan bagi korban, baik secara 

psikis maupun fisik; (2), melibatkan pelaku untuk bertanggungjawab secara langsung atas 

perbuatan yang telah dilakukan; (3), berorientasi pada terwujudnya kesadaran pelaku serta 

penyelesaian yang bermanfaat dengan cara mengedepankan proses dialoq antara pelaku dan 

korban; (4), meletakan secara proporsional terkait kerugian yang terjadi; (5), adanya 

keterlibatan masyarakat dalam penyelesaiannya. 9  

Dalam konsep asas hukum pidana ultimum remidium bahwa pidana merupakan jalan 

terkahir, maka konsep Restorative Justice merupakan konsekuensi logis sebagai wujudnya. Hal 

itu didasarkan pada konsepsi Restorative Justice yang mengutamakan dalam pemulihan 

kedamaian dan harmoni dalam masyarakat. Sehingga penjatuhan pidana berupa perampasan 

kemerdekaan seseorang menjadi alternatif akhir yang diberikan. Dapat disimpulkan secara 

sederhana bahwa filosofi dari Restorative Justice adalah memulihkan keadaan pada kondisi 

semula sebelum terjadinya kerusakan akibat dari kajahatan atau “konflik”. Hal itu sesuai 

dengan filosofi pemidanaan mengembalikan keseimbangan yang terganggu. 

 

                                                           
4 Rika Saraswati, “Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, 135. 
5 Rika Saraswati, “Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”……., 135 
6 Kevin I. Minor dan J.T. Moririson, “A Theoritical Study and Critique of Restoractive Justice” In 

Restoractive Justice; International Perspective, Edited by Burt Galawy and Joe Hudson; Criminal Justice Press 

and Kugler Publications, The Netherlands, 1996, 117 
7 Jhon Braithwaite, RestoraativeJusticeand Responsive Regulation,Sebagaimanadalam Rena Yulia, 

“ViktimologiPerlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2010),161. 
8 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principle of Morals and Legislation, (Batoche Books, 

Kitchener, 2000), 68-69 
9 Marian Leibmann, Restorative Justice : How it Works, Jessica Kingsley Publisher, 2007. 
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Tata Cara Pelaksanaan Restorative Justice 

Adapun tata cara mekanisme pelaksanaan Restorative Justice dalam menyelesaikan 

perkara tindak pidana dilakukan dengan cara dialog, mediasi yang melibatkan pelaku, korban, 

keluarga pelaku/korban dan seluruh pihak yang juga terkait secara bersama-sama mencari 

solusi dan membuat kesepakatan terkait dengan perkara yang berkeadilan, pelaku dilibatkan 

secara langsung untuk memulihkan keadaan, seimbang bagi seluruh pihak dengan tetap 

memperhatikan aspek pemulihan pada keadaan semula untuk mengembalikan hubungan yang 

baik dalam masyarakat. 

Kontek penanganan perkara tindak pidana korupsi, salah satu tujuan proses 

penyelesaiannya mengupayakan agar seluruh kerugian yang timbul dapat dikembalikan dalam 

waktu yang cepat, serta memperhatikan kesebandingan dana operasional penanganan perkara 

dengan nilai kerugian yang terjadi.10 Konsekuensi tersebut memungkinkan dilakukan upaya 

penyelesaian perkara di luar pengadilan (Out of Court Settlement), dan ini merupakan salah 

satu konsep dari Restorative justice.11 Atas dasar itu, Jaksa Agung membuat suatu kebijakan 

pendekatan Restorative Justice, harapanya aparat penegak hukum mampu bekerja secara 

efisien dan berkeadilan demi tercapainya tujuan tersebut.12 Pemikiran tersebut dalam 

pandangan penulis, value yang dikehendaki memiliki relevansi dengan tujuan hukum islam 

yaitu Maqâshid al-syarî’ah. 

Al-Raisuni mendefinisikan Maqâshid al-syarî’ah sebagai tujuan yang hendak dicapai 

oleh Syariah dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Adapun kemaslahatan disini yang 

dimaksud terkait dengan hal jiwa, agama, akal, harta dan keturunan.  

Langkah-langkah yang ditempuh dan dimaksudkan untuk menjaga lima hal tersebut 

disebut sebagai suatu maslahah. Tetapi, sebaliknya untuk hal-hal yang menjadikannya hilang 

atau dimaknai sebagai kemafsadatan.13 Adapun sebagai upaya perlindungannya terhadap 

kelima prinsip tersebut dilakukan dengan cara yang positif dan preventif. Upaya positif dengan 

cara ibadan, adat kebiasaan dan muamalah. Sementara terkait dengan yang preventif adalah 

terkait dengan jinâyat (hukum pidana). 

Merujuk pada pendapat Al-Syatibi Maqâshid al-syarî’ah mengandung makna tentang 

kebaikan atau maslahah untuk kesejahteraan manusia secara umum. Kemudian dirinci 

tingkatannya dalam tiga tingkatan, yaitu pertama, dharuriyat yang diartikan pada suatu 

tingkatan yang harus ada karena jika tidak ada maka akan menimbulkan pada kerusakan, 

contoh rukun Islam. Lebih rinci dijelaskan tingkat dharuriyat mencakup lima tujuan antara 

lain; menjaga agama (hifdz aldîn), menjaga jiwa (hifdz al-nafs), menjaga akal (hifdz al-‘aql), 

menjaga keturunan (hifdz al-nasl), dan menjaga harta (hifdz al-mal). jika terpenuhinya 

penjagaan kelima unsur tersebut tujuan dari maqâshid al-syarî’ah akan tercapai.  

                                                           
10 Vega Christian Pratama dan Louis Tappangan, Restorative Justice dalam Tindak PIdana Korupsi,  
11 Vega Christian Pratama dan Louis Tappangan,……. 
12 Fadhil Zumhana, Restorative Justice sebagai Primium Remidium dalam Upaya Pengembalian 

Kerugian Keuangan Negara, DisertasiDoktoral (Surabaya: Unair, 2015), 1 
13Zul Anwar Ajim Harahap, “Konsep Maqâshid al-syarî’ah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya 

dalam Hukum Islam menurut ‘Izzudin Bin ‘abd Al-Salam. (Juli- desember 2014), 180 
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Kedua, hajiyat (sekunder) adalah keperluan untuk meniadakan kesulitan atau kesempitan, 

namun tidak akan menimbulkan terancamnya keselamatan, akan tetapi akan berdampak pada 

adanya kesulitan yang dialami. Keberadaan Syariah Islam dimaksudkan untuk membuang 

kesulitan tersebut. Ketiga, tahsînîyat (supplementer), merupakan suatu langkah yang ditempuh 

untuk menghilangkan keburukan, menempuh langkah-langkah yang baik dan berkesesuain 

dengan adat (kebiasaan) dan menghindari hal-hal yang tidak disukai. Kebutuhan ini, jika tidak 

terpenuhi tidak menimbulkan kesulitan dan juga tidak mengancam eksistensi, karena tingkat 

kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap saja.14 

Berangkat dari diskursus pemikiran diatas, penulis merasa penting untuk mengkaji 

pendekatan Restorative Justice dalam kebijakan penanganan perkara korupsi dibawah lima 

puluh juta rupiah dalam perspektif Maqâshid al-syarî’ah. Penelitian dengan objek tindak 

pidana korupsi telah banyak dilakukan. Baik dikaji dengan pendekatan Restorative Justice 

maupun Maqâshid al-syarî’ah. Beberapa penelitian dengan objek tindak pidana korupsi 

dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice diantaranya; Fauzi Narindrani, judul 

penelitian “Penyelesaian Korupsi dengan Menggunakan Restorative Justice”. 15 Adapun fokus 

kajian yang dilakukan terkait dengan mengapa penyelesaian tindak pidana korupsi tidak 

menggunakan Restorative Justice. Hasil penelitian yang bersangkutan menunjukan 

penyelesaian tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan kebijakan integral-sistemik. 

Restorative Justice merupakan salah satu treatment yang perlu ditempuh untuk menyelesaikan 

persoalan korupsi. 

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Vega Christian Pratama dan Louis Tappangan, 

judul penelitian “Restorative Justice dalam Tindak Pidana Korupsi”.16 Penelitian ini 

mempertanyakan dua hal yaitu bagaimana bentuk keadilan restorative dalam tindak pidana 

korupsi dan apakah Restorative Justice dalam tindak pidana korupsi dapat diterapkan. 

Kesimpulan dari dua objek kajian penelitian tersebut meyebutkan bentuk keadilan Restorative 

Justice dalam tindak pidana korupsi adalah dengan mengembalikan seluruh hasil dan 

keuntungan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana korupsi. Sementara terkait dengan 

penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan sejak proses pra 

penyelidikan, penyelidikan, dan sampai pada tahap pemeriksaan pada persidangan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek kajian yang 

menganalisis dengan menggunakan pendekatan Maqâshid al-syarî’ah. Kehadirian penelitian 

ini akan melengkapi penelitian terdahulu dengan menggunakan dasar analisis yaitu Maqâshid 

al-syarî’ah. Hal ini perlu dilakukan mengingat terdapat pluralisme hukum di Indonesia, 

sehingga pengkajian objek penelitian perlu dilihat dengan cara interdisipliner keilmuan.  

 

 

                                                           
14La jamaa. “DimensiIlahi dan DimensiInsanidalamMaqâshid al-syarî’ah”. Jurnal Syariah dan Hukum 

45, No. 2 (Juli-Desember 2011), 1260 
15FauziNarindrani, “PenyelesianKorupsidenganMenggunakanRestorative Justice (Coruption Settlement 

Using Justice Restoratives). JurnalPenelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 4, 2020, 605-617 
16Vega Christian Pratama& Louis Tappangan, “Restorative Justice dalam tindak Pidana Korupsi”. 
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Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Dalam penelitian ini, pengertian tindak pidana korupsi merujuk pada Undang-Undang 

Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, diatur pada pasal 2 dan pasal 3 sebagaimana tersebut di bawah ini: 

 

a. Pasal 2 

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar 

rupiah). 

 

b. Pasal 3 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan atau denda paling sedikir Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1. 000.000.000.00 (satu miliar Rupiah). 

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana 

korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang 

bertujuan untuk menguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan 

kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara. 

 

Analisis Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penanganan Tindak Pidana Korupsi 

dalam Maqâshid al-Syarî’ah 

Setidaknya terdapat tiga cita-cita yang ingin diraih dalam pemberlakuan hukum pidana di 

dalam masyarakat, antara lain; terbentuknya masyarakat yang ideal, mempertahankan sesuatu 

yang dianggap baik dan mempertahankan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam masyarakat. 

Tujuan hukum kita tidak hanya menyoal kepastian hukum, namun juga aspek kemanfaatan dan 

keadilan. Sementara itu, latar belakang pemberlakukan hukum pidana khusunya pada aspek 

penjatuhan pidana dilandasi oleh beberapa hal antara lain; pembalasan, adanya tujuan yang 

ingin diraih dan gabungan antara pembalasan dan tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan 

panjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan. 

Dalam perkembangannya penegakan hukum, khusunya sistem pemidanaan di dunia saat 

ini sudah tidak lagi bertumpu pada perampasan kemerdekaan pelaku ansigh, namun lebih 

mengedepankan pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pe 
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laku tindak pidana. Hal itu akan menjadi angin segar kemajuan dari sistem peradilan pidana 

yang mengedepankan pada pendekatan Restorative Justice. 

Sebagaimana diketahui pendekatan Restorative Justice menekankan pada resolusi 

konflik. Pelaksanaan tersebut akan menyentuh kepentingan korban dan masyarakat yang 

dirugikan. Demikian itu, berbeda sama sekali dengan proses peradilan pidana saat ini kental 

dengan model-model konvensional. Fokus pemidanaan model konvensional mengedepankan 

pada penghukuman pelaku kejahatan. 

Kondisi tersebut mendorong Jaksa Agung untuk mencari jalan keluar, sehingga 

memunculkan keinginan untuk menyelesaikan perkara korupsi berdasarkan prinsip Restorative 

Justice dengan berbagai kententuan yang mengatur. Salah satu aturan yang dikeluarkan adalah 

Perja Nomor 15 Tahun 2020 bahwa, penuntut umum berwenang menutup perkara demi 

kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar 

pengadilan/afdoening buiten process. Dalam pelaksanaannya Restorative Justice sebagaimana 

diatur pada Pasal 3 ayat (2) huruf e. Penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative 

Justice harus didasarkan pada beberapa pertimbangan untuk pelaksanannya. Adapun asas-asas 

tersebut adalah asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan 

terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.  

Lebih lanjut, Jaksa Agung Burhanudin mengatakan “pelaksanaan Restorative Justice 

harus memperhatikan kualitas, jenis dan berat ringanya suatu perkara” yang berdasarkan pada 

prinsip keadilan untuk semua manusia. Pemikiran tersebut membawa konsekuensi pada 

penggunaan pendekatan Restorative Justice harus didasarkan pada jenis perkaranya bukan 

pada subjek pelakunya.17 Sebagaimana dijelaskan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan 

finansial, maka perlu digunakan pendekatan finansial juga untuk menyelesaikannya. Dengan 

demikian, Restorative Justice merupakan pendekatan instrument finansial yang tepat untuk 

menyelesaikan tindak pidana korupsi yang tidak membebani keuangan negara untuk proses 

penegakan hukum termasuk juga biaya hidupnya. 

Implementasi Restorative Justice dapat dimaknai sebagai langkah progresif penegakan 

hukum dalam mensiasati problem hukum salah satunya overcapacity di lembaga 

pemasyarakatan. Selain itu, juga menjadi bukti adanya perubahan paradigma penegak hukum 

yang selama ini lebih berpusat pada tujuan retributif (keadilan dalam bentuk pembalasan yang 

diwujudkan dengan pemidanaan). Dengan demikian, pelaksanaan Restorative Justice akan 

memberikan dampak pada reformasi criminal justice system yang selama ini masih 

mengedepankan pada pidana pembalasan yang merampas kemerdekaan pelaku.  

Melihat perkembangan di Indonesia pendekatan Restorative Justice dalam perspektif Ius 

Constituendum pada faktannya konsep ini sudah diakomodir pada RUU KUHP yang mengatur 

tentang pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial, hukuman pengawasan. Hal tersebut 

menunjukan hakikat dari penyelesaian proses perkara yang berorientasi pada keadilan dan 

memperhatikan aspek korban dan upaya perbaikannya 

                                                           
17 https://www.liputan6.com/news/read/4906130/jaksa-agung-jelaskan-alasan-restorative-justice-kasus-

korupsi-rp-50-juta-ke-bawah, diakses pada 12 Maret 2022 
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Adapun kaitannya pendekatan Restorative Justice dengan Maqâshid al-syarî’ah dalam 

penyelesaian perkara korupsi terletak pada suatu instrument harus memiliki kaidah 

sebagaimana maksud dan tujuan adanya hukum itu sendiri. Merujuk pada prinsip Maqâshid al-

syarî’ah, maksud diadakannya hukum memiliki tujuan mencapai kemaslahatan, 

kebermanfaatan, kesejahteraan dan keadilan bagi umat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam 

Syatibi pencapain tujuan tersebut harus memperhatikan lima hal. Secara sederhana penulis 

paparkan analisis mengenai lima hal tersebut antara lain: 

1. Hifdz al-dîn (menjaga agama) Penyelesaian perkara dengan jalan dialog, musyawarah, 

memulihkan dampak serta mengembalikan hasil dari tindak pidana korupsi (dibawah lima 

puluh juta rupiah) dengan cara bermusyawarah, bersepakat antara pelaku dan korban 

merupakan cara-cara yang diuatamakan dalam ajaran agama. Dalam kesepakatan yang 

dilakukan harus memperhatikan aspek keadilan. Penegakan keadilan banyak sekali ajaran 

agama yang mengatur hal ini, salah satunya terdapat pada firman Allah dalam surat al-

Nisa’ [4]: 135.18 Pengamalan nilai-nilai agama dalam hal ini nilai keadilan dengan 

mengedepankan cara-cara yang baik (musyawarah, kesepakatan, mengembalikan hasil 

tindak pidan korupsi yang dilakukan), dalam perilaku kehidupan sehari-hari adalah wujud 

dari cara memelihara agama. Ketika nilai-nilai itu diimplementasikan secara langsung 

eksistensi agama terpelihara. 

2. Hifdz a-Nafs (menjaga jiwa) . Pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi 

dengan cara-cara musyawarah, berdiskusi dan mengembalikan hasil tindak pidana koruspi 

yang telah dinikmati, terlebih bagi pelaku hal ini sangat mungkin akan meringankan dan 

menguntungkan, terlebih bila yang bersangkutan merupakan orang yang memiliki harta 

kekayaan lebih. Pelaku tetap memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas secara bebas 

dan dimungkinkan tidak merasakan kehilangan kemerdekaannya. Dengan demikian, pelaku 

tindak pidan korupsi (dibawah lima puluh juta) akan tetap dapat melindungi kelangsungan 

hidupnya dan juga keluarga yang ada disekitarnya. Disisi lain, tidak hanya pelaku saja, 

negara dalam hal ini juga tidak perlu mengeluarkan anggaran penegakan hukum yang 

nilainya lebih besar daripada uang yang dikorupsi. Atas hal itu, negara dapat melakukan 

redistribusi biaya penegakan hukum tersebut untuk kepentingan kemakmuran dan 

menjamin kehidupan rakyat. Dalam tujuan hukum islam sendiri adalah untuk kemaslahatan 

umat.  

3. Hifdz al-Aql (menjaga akal). Pendekatan prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian 

tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan penegakan hukum akan menjaga akal manusia, 

karena dalam penyelesaian suatu perkara diperlukan motivasi yang positif dimasa yang 

akan datang. Selaian itu, Hifdz al-Aql (penjagaan akal) dalam pendekatan Restorative 

Justice membutuhkan proses dialog yang diharapkan mampu mengembalikan kesadaran 

pelaku tindak pidana korupsi atas perbuatannya. 

4. Hifdz al-Nasl (menjaga keturunan). Restorative Justice sebagai pendekatana penyelesaian 

perkara tanpa diberikan hukuman badan bagi pelakunya dapat berdampak baik bagi 

                                                           
18M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 12 
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keutuhan keluarga bagi pelaku, karena kebersamaan bersama keluarga tetap dapat terjamin. 

Hal itu, sarana dalam menjaga keturunan, karena akan memberikan kebebasan bagi yang 

bersangkutan untuk fokus menjaga keberlangusngan garis keturunannya. 

5. Hifdz al-Mâl (menjaga harta). Pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian 

penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi dibawah lima puluh juta rupiah pada 

dasarnya merupakan langkah yang paling berkesesuaian dengan kepentingan hukum yang 

dilindungi dari adanya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu 

melindungi harta kekayaan negara, sebagaimaan dalam konsideran UU Tipikor No 31/1999 

dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001. Secara operasional pengembalian uang hasil 

uang yang dikorupsi dikembalikan dengan sarana cukup sederhana tanpa memerlukan 

biaya yang besar, karena cukup dengan jalan musyarawah dan dialog yang menghasilakn 

kesepakatan antara pelaku dan Jaksa Penuntut Umum selaku wakil korban (dalam hal ini 

adalah untuk kepentingan negara). Hal itu tentu berbeda sama sekali jika melihat pada fakta 

penegakan hukum yang membutuhkan biaya cukup besar.19 Kaitanya dengan penjagaan 

harta dalam upaya penegakan hukum melalui pendekatan Restorative Justice berdampak 

secara otomatis pada terjaganya harta kekayaan negara. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dan penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pendekatan Restorative Justice dalam penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi dengan 

kerugian di bawah lima puluh juta rupiah terdapat kesesuaian dengan tujuan hukum Islam 

(Maqâshid al-syarî’ah). Hal itu terlihat dari, penegakan hukum dengan menggunakan 

pendekatan Restorative Justice tidak menimbulkan kerusakan atau mengancam eksistensi lima 

prinsip yang ingin dilindungi dari adanya hukum yaitu (al-dîn), jiwa (al-nafs), keturunan (al-

nasl), harta (al-mâl) dan akal (al-aql).  
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